KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ‘1-\M TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
AL-IHSAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal ? aya: (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tall g ?—;);:rilfzx? ?zrllg

T q: h, erlu me
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, p linglungan Kantor

operasional terhadap Madrasah Swajta d’il‘ et
; : insi Jawa Tengah;
Wilayah Kementerian Agama Provins didikkan madrasah

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pen
: : berikan kesempatan masyarakat

ang bermutu, perlu mem

ymelglui organisasri’ berbadan hukum untuk m.ex_lyclenggarakan

madrasah sesuai dengan standar nasional pe_nc.ildlkan; b
c. bahwa Madrasah yang tercantum di pawah ini telah mcmenil }i

persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang tela

ditetapkan; ' )
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Ke_putusa:n
Menteri Agama Republik Indonesia tentang pembenan Izin
Operasional  Pendirian Madrasah Tsanawiyah  Al-lhsan
Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat : 1,
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

2.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia. Nomor 4864);
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Memperhatikan:

1,

2,

Nomor 74 ‘Tuliun 2008 tentang ('u(nu
Tahun 2006 Nomor 194,

indonesin Momaor 4941);

Peraturan Pemerintnh
(Lombaran Negara Ropublile Indonesin
Tambahnn Lemburan Neginra Republik ,
Poraturan  Pemorlntah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolann dan Penyelenpgaraan Pendldilean (Lm’ulmr"qn flepgnra
Ropubllk  Indonenln Tahun 2010 Nomor 23, Fambihan

5 1085) sebagnimana
Lombaran Nogara Republile Indonenin Nomor 5105) wehaginn
Jomaor 66 Tahun

telah diubnli dengan Pernturan Pemerintah No e
2010 tentnng Pervubnhan Atan Peraturan Pemerintah Humn'_

Tahun 2010 tentang  Pengelolnan — dan '"”"{'.7":"‘1"1'"/’;"1’;;
Pendidikan (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahup &%0
Nomor 112, Tunbahan Lembaran Negora Republile Indonesia

Nomor H167); ‘ ¢
Peraturan M)(:.ulm'l Pendldikan Nasfonul  Nomor 24 ,“,;.1::'4:/;{;:,’}/'
tentong, Standar - Sarann dan - Promarana untulk '.‘f;..’nh
Danar/Madranah Ibtidniynh, fekoluh ’Z':“l:::yf,‘h
Pertama/Madrasah  Tsnnawiynh,  dan Qekolah  Menengy

Atas/Madras Hyah; e
l‘(‘l}nl/llll'l‘l‘:lh:\‘/lt‘!‘llllk:/:'] yl’c;l(li(lil:nn Nasional Nomor 15 'Ilﬂ!ll“l 20 l(l({
tentang  Standar  Pelaynnan Minimal Pl{fld{"'f““’““ ’”:
Kabupaten/Kotn sebagaimana telah diubnh H]m:jn’(]‘l Pera ,’J(r’l n
Menteri Pendidikan dan Kebudayann Nomor ’,'.illuhur: 20 ]
tentang Perubahan atas Peraturan Menter Pendidikan r-lu’mf:n::l
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minirnz
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peranturan Menteri Agnma Nomor '
Kompetensi Lulusan dan Standar Toi |

dan Bahasa Arab di Madrasah; » o L
Peraturan  Menteri Agama  Nomor 2 lahun 2012 tentang,

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidigan Qﬁ;f”"“ ',"}“'/“
pada Sekolnh (Berita Nepara Republike Indonesia I'uhun 2012

Nomor 206) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawan Pendidikan Agama lslam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20173
Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Pepublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bulang Pendidikan
Madrasah Nomor : Kw.11.2/PP.03.2/2953/2014, Tanggal 20
Februari 2015,

Rekomendasi  dari Kepala  Kantor Kementerian  Agarna
Kabupaten Sragen, Nomor @ Kd,11,14/4,4/PP.00/331/2014,
Tanggal 1 Oktober 2014;

2 Tahun 2008 tentang Standar
endidikan Agama [4lam

MEMUTUSKAN :

vienetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH AL-IEISAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA

TENGAH,
[ESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah

scbagaimana tercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA : :
: Bagi Madrasah Tsanawiyah setelah jangka waktu 4 (empat) tahun,

Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

- T\Igenyamp laporan perkembangan madrasah kepada Kepala
antor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenagd

b. kMengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
epada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA ' D_alam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud da_lam
diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C,
maka izin operasional sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

KEEMPAT  : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat min imal
C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu dicabut.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal @ Maret 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
. KEPALA KANTOR WILAYAH
_ KEMENTERIAN AGAMA
BPRNVINSIJAWA TENGAH,
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSA
N MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74y TAHUN 2015
TENTANG .

PEMBERIAN 1Z
IN PENDIRIAN MA
SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAII?IRASAH TSANAWIYAH AL-THSAN KABUPATEN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 | Nama Madrasah

Madrasah Tsanawiyah Al-Thsan Kabupaten

Sragen

2 | Nomor Statistik Madrasah 121233140021

3 | Alamat Madrasah

Bedowo Rt 02 Rw 07
Desa Jetak
Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Ihs

anul Muta'alimin Sragen

S | Akta Notaris ®rganisasi
Penyelenggara

Nomor 08,tanggal 4 April 2012

6 Penge§ahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

Nomor AHU-7796.AH.01.04.Tahun 2012,
tanggal 06 Desember 2012

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH
ENTERIAN AGAMA
KINSIJAWA TENGAH,

o
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